
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAR KABUPATElf MOJOKERTO 
NOMOR S TARUN 2020 

TENTANG 
PERTANGGUNGJA\VABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAlfJA DAERAR 
TARUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RARMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menlmbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perta.nggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republilc 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-U:ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

22. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 
Tenaga Kependidikan; 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 199); 

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 
33); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017 tentang 
Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1966); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 
Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Tahun 2018 Nomor 157) 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 701); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Tahun 2017 Nomor 125); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2011 Nomorl) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 
2018Nomorl); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor2Tahun 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 4); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 10); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto 
{Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2018 Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2019 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERW'AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEJI MOJOKERTO 

DAN 
BUPATI MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 
keuangan memuat : 
a. laporan realisasi anggaran ; 
b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 
e. neraca; 
f. laporan arus kas ; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp.2.564.369.514.074,91 
b. Belanja Rp.2.559.610.383.721,43 

Surplus/Defisit Rp. 4. 759.130.353,48 
c. Pembiayaan : 

- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
SILPA 

Pasal3 

Rp. 369.920.587.608,47 
Rp. 22.994.044.832,62 
Rp. 346.926.542.775,85 
Rp. 351.685.673.129.33 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut : 
( 1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 

Rp.1.206.804.573,02 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

2.564.369.514.074,91 
Selisih kurang 

Rp. 2.565.576.318.647,93 
Rp. 

Rp. { 1.206.804.573.02) 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah 
Rp.322.845.930.529,17 denga.n rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp. 2.882.456.314.250,60 
Rp. 2.559.610.383.721,43 
Rp. (322.845.930.529, 17) 

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah 
Rp. (321.639.125.956,15) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/ (Defisit)setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Rp. (316.879.995.602,67) 
Rp. 4. 759.130.353,48 
Rp. 321.639.125.956,15 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 
sejumlah Rp.(31.040.592.005,80) dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Anggaran penerimaan pembiayaan 
Setelah Perubahan Rp. 338.879.995.602,67 

b. Realisasi _R_p_. _3_6_9_.9_2_0_._5_87_._6_0_8_,4_7 
Selisih lebih Rp. 31.040.592.005,80 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 
sejumlah Rp.(994.044.832,62) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah Peru bahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

22.000.000.000,00 
22. 994. 044 .832 ,62 

994.044.832,62 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 
Rp.(30.046.547.173,18) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Pasal 4 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

316.879.995.602,67 
346.926.542.775,85 

30.046.547.173, 18 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 338.879.995.602,67 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 338.879.995.602,67 
Jumlah 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA) 

Jumlah 
d. Sado Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

351.685.673.129,33 
351.685.673.129,33 
351.685.673.129,33 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
2019 sebagai berikut : 
a. Pendapatan - LO 
b. Behan 
c. Surplus/Defisit Operasi 
d. Surplus/Defisit Non Operasi 
e. Pos Luar Biasa 
f. Surplus/Defisit LO 

Pasal6 

Rp. 2.353.634.012.078,39 
Rp. 2.190.076.507.904,04 
Rp. 163.557.504.174,35 
Rp. (1.947.496.276,26) 
Rp. (68.030.000,00) 
Rp. 161.541.977.898,09 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2019 sebagai berikut: 
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a. Ekuitas Awai 
b. Surplus/Defisit - LO 
c. Koreksi Nilai Persediaan 
d. Koreksi Ekuitas lainnya 
e. Ekuitas Akhir 

Pasa17 

Rp. 5.670.884.601.614,94 
Rp. 161.541.977.898,09 
Rp. 0,00 
Rp. 38.270.218.674,75 
Rp. 5.870.696. 798.187, 78 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 
Desember Tahun 2019 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas 

Pasal8 

Rp. 5.925.977.315.672,46 
Rp. 55.280.517.484,68 
Rp. 5.870.696. 798.187, 78 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 
sebagai berikut : 
a. Saldo Kas awal 

per 1 Januari tahun 2019 
b. Arus Kas dari aktivitas operasi 
c. Arus Kas dari aktivitas investasi 

non Keuangan 
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan 
e. Aru.s Kas dari aktivitas non anggaran 
f. Saldo Kas akhir per 

31 Desember 2019 

Pasal 9 

Rp. 
Rp. 

339.619.158.325,44 
549.400.372.609,27 

Rp. (536.594.695.082,6 l) 
Rp. 0,00 
Rp. (739 .162. 722, 77) 

Rp. 351.685.673.129,33 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

PasallO 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran 

Lampiran 1.2 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan 



Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

0. LampiranXV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 
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Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 
Pengerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya; 
Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD / 
Perusahaan Daerah; 

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 13 Agustus 2020 

BUPATI MOJOKERTO, 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal /j Agustus 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

H 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 5 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINS! 
JAWA TIMUR NOMOR 119-5/2020 


